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ABSTRAK 

 

Pembahasan hukum waris pada dasarnya menyangkut tiga (3) hal pokok 

yaitu apa yang merupakan obyek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang 

berhak atas harta itu (ahli waris), dan bagaimana aturan pembagiannya. Hukum 

kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia 

ini. Meskipun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di 

negara atau di daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah 

itu. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal 

dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam itu sendiri. Sistem kewarisan 

yang berlaku pada masyarakat Girisuko pada dasarnya menggunakan sistem 

bilateral, yaitu semua ahli waris berhak untuk mewarisi harta peninggalan 

pewarisnya tanpa membedakan ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. 

Setelah melakukan observasi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap 

beberapa warga Desa Girisuko, meskipun secara pengakuan masyarakat bahwa 

sistem kewarisan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Girisuko 

merupakan sistem kewarisan adat, pada pelaksanaannya terdapat beberapa 

perbedaan di kalangan masyarakat Desa Girisuko sendiri, terutama dua hal yang 

menjadi kajian pada tulisan ini yaitu; Pertama, waktu terbukanya kewarisan. 

Kedua, ahli waris serta bagiannya. 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pada proses kewarisan orang tua 

kepada anak-anaknya. Jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu pencarian data dilakukan langsung di lapangan atau di lokasi 

penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Desa Girisuko. Sifat 

penelitian ini Penelitian ini bersifat preskriptif, penelitian yang ditujukan untuk 

mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untk mengatasi 

masalah tertentu, dalam penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana 

praktik kewarisan pada masyarakat  Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, 

Kabupaten gunungkidul. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan 

normatif yaitu berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam yang 

bersumber pada al-Qur’an dan Hadiŝ sebagai penilaian hukum Islam terhadap 

praktik kewarisan masyarakat desa Girisuko. 

Hasil dari penelitian ini adalah dari segi waktu pelaksanaan warisan di 

Desa Girisuko masih terdapat sistem yang tidak sejalan dengan hukum waris 

Islam. Secara hukum Islam ialah proses pemindahan harta dari si pewaris kepada 

ahli waris setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan dari segi ahli 

waris serta bagiannya, pola pembagian warisan  masyarakat Desa Girisuko 

sebenarnya telah tertuang pada KHI pasal 183 yaitu pembagian warisan bisa 

dilkukan degan cara sistem kekeluargaan atau damai. Pembagian sistem 

kewarisan dengan kekeluargaan atau perdamaian dalam hukum Islam dikenal 

dengan istilah takhāruj. Akan tetapi dalam praktiknya, Konsep takhāruj tidak 

tercermin dalam proses pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Desa 

Girisuko. Walaupun pada dasarnya pembagian warisan pada masyarakat Desa 

Girisuko dilaksanakan berdasarkan atas dasar perdamaian dan kekeluargaan 

dalam pembagiannya, karena dalam pelaksanaannya para ahli waris langsung 
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melakukan pembagian warisan tanpa adanya kesadaran bagian masing-masing 

ahli waris secara syara’. 
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MOTTO 

 

 إقرأ باسم ربك الذى خلق

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah 

menciptakan”. 

(QS. al-‘Alaq (96): 1) 

 

 

 خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia ialah  

orang yang memberikan manfaat untuk orang lain” 

 

 

 

“Untuk meraih cita-cita besar, kita tak hanya perlu bertindak, juga harus 

bermimpi, tak hanya perlu merencanakan, namun harus meyakini”.  
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KATA PENGANTAR 

 

دا  الحمد لله الذى أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام .  أشهد أن لا اله الاا الله واشهد ان محما

د وعلى  لاة والسالام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيادنا محما  الهرسول الله. والصا

ا بعد  وصحبه أجمعين. أما

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT terpanjatkan dariku dan 

semua makhluk yang berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, atas rahmat-Nya 

yang Dia taburkan pada hati, pikiran, dan jiwa serta pada setiap tapak langkah 

perjalanan hidup penyusun. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda 

Nabiyyina Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya yang 

turut menyalakan api kebenaran Din al-Islam. 

Merupakan suatu kebahagian bagi penyusun, yang telah dapat 

menyelesaikan skirpsi ini dengan judul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pembagian Warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten 

Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan 

Bagiannya)” sebagai salah satu persyaratan untuk dapat meraih gelar Strata-1 

(S1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan harapan lain 

semoga kajian ini merupakan langkah awal dalam upaya membangkitkan 

sekaligus mengembangkan semangat berkreasi yang lebih kritis dan dinamis. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0534b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 
 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan  

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Bâ’ b Be ب

 Tâ’ t Te ت

 Sâ ŝ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Hâ’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Râ’ ȓ Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 sâd ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 dâd ḍ de ( dengan titik di bawah) ض
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 tâ’ ṭ te ( dengan titik di bawah) ط

 za’ ẓ zet ( dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain G Ge غ

 fâ’ F Ef ف

 qâf Q Qi ق

 kâf K Ka ك

 lâm L ‘el ل

 mîm M ‘em م

 nûn N ‘en ن

 wâwû W W و

 hâ’ H Ha ه

 hamzah ‘ Apostrof ء

 yâ’ Y Ya ي

 

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 

ة  ditulis Muta’addidah متعددا

ة  ditulis ‘iddah عدا

 

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

1. Bila dimatikan tulis h 

 ditulis Ḥikmah حكمة

 ditulis Jizyah جزية
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( ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bcaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ditulis Karāmah al-auliyā كرامة الاوليء

3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t atau h 

 ditulis Zakāh al-fiṭri زكاة الفطر

 

D. Vokal pendek 

     َ      ditulis A 

      َ       ditulis I 

      َ       ditulis U 

 

E. Vokal panjang 

1. Fatḥaḥ + alif 

 جاهلية

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyah 

2. Fatḥaḥ + ya’ mati 

 تنسى

ditulis 

ditulis 

Ā 

tansā 

3. Fatḥaḥ + yā’ mati 

 كريم

ditulis 

ditulis 

 Ī 

karīm 

4. Ḍammah + wāwu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

Ū 

furūd 
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F. Vokal rangkap 

1. Fatḥaḥ + yā’ mati 

 بينكم

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

2. Fatḥaḥ + wāwu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

Au 

qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis A’antum أأنتم

 ditulis U’iddat أعدت

 ditulis La’in syakartum لئن شكرتم

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

 ditulis Al-Qur’an القرأن

 ditulis Al-Qiyas القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan hurus 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya 

 ’ditulis As - Sama السماء

 ditulis asy- Syams ااشمس

 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 ditulis Żawi al-furūḍ ذو الفرود

 ditulis Ahl as-Sunnah اهل اسنة
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J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh 

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam, ia 

merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki dimiliki manusia sebagaimana 

ditegaskan Nabi Muhammad SAW.  

 تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى أول شئ ينزع من أمتى1

Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti mengkaji separuh 

pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah 

masayarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad pertengahan, zaman modern, 

dan kontemporer serta di masa yang akan datang.2 

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja 

di dunia ini. Meskipun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat 

di negara atau di daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah 

itu. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari 

ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam itu sendiri.3 Dalam menguraikan prinsip-

prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam 

                                                           
1Abi al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Qasṭalani, Irsyad as-Sāri Lisyarhi 

Ṣaḥiḥ al-Bukhāri, (Libanon: Dar al-Fikr, 1305 H), hlm. 423 

 
2 J. N. D. Anderson, Hukum Islam Di Dunia Modern, terj. Machmun Husein, (Surabaya: 

Amarpress, 1991), hlm. 66. 

 
3 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 

1. 

 



2 

 

 
 

kaitan ini adalah Al-Qur’an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah 

sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya ahli hukum Islam terkemuka.4 

Namun pada penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di 

kalangan para hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang 

bersifat normatif.5 

 Syari’at Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewarisi di atas 

sebaik-sebaik aturan kekayaan, terjelas dan paling adil, sebab Islam mengakui 

pemilikan seseorang atas harta, baik laki-laki maupun perempuan, melalui jalan yang 

yang dibenarkan dalam syari’at, sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu 

yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli waris sesudah matinya, tanpa 

membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.6Al-Qur’an menjelaskan ketentuan-

ketentuan pembagian warisan sebagaimana dalam ayat-ayat berikut: 

ه أو جال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منللر

 كثر نصيبا مفروضا7

Ayat ini membicarakan kewarisan secara global sebagai bentuk langkah awal 

pendobrak tradisi arab jahiliyah yang tidak memberikan bagian warisan bagi 

perempuan (baik kecil maupun masih dewasa) dan laki-laki yang masih kecil.8 

                                                           
4 Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1991), 

hlm. 9. 
5 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam,(Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 4. 

 
6 Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni,Hukum Waris Islam, alih bahasa: Sarmin Syakur, (Surabaya: 

al-Ikhlas, 1995), hlm. 47. 

 
7 An-Nisā’ (4):7. 
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 Dalam ayat lain diatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian-

bagiannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum harta 

peninggalan dibagikan. 

ك وإن كانت يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تر

بواه له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أ واحدة فلهاالنصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان

درون فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأ مه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين أباءكم و أبناءكم لا ت

 أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما9

 Allah SWT melalui ayat yang termaktub dalam surat an-Nisā’ menegaskan dan 

merinci naṣib (bagian) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat 

tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan 

orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang yang tidak berhak 

mendapatkannya.10 

 Hal tersebut sejalan dengan Rasulullah yang telah memerintahkan orang Islam 

agar membagi harta warisan menurut syari’at: 

 أقسمواالمال بين أهل الفرائض على كتاب الله11

                                                                                                                                                               
8Abdul Ghofur Anshori, FilsafatHukum Kewarisan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 

hlm. 23. 

 
9 An-Nisā’ (4):11. 

 
10 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, 

(Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), hlm. 11. 

 
11Abi al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani, Irsyad as-Sāri 

Lisyarhi Ṣaḥiḥ al-Bukhāri, (Libanon: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 54, H.R. Muslim dan Abu Dawud. 
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 Untuk berhaknya para pewaris menerima harta peninggalan, ada beberapa rukun, 

beberapa sebab, beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh ahli waris. 

 Rukun-rukun menerima harta warisan adalah; adanya muwariṡ (orang yang 

memberi waris), wāriŝ(penerima waris), mauruŝ(harta yang diwariskan). Sedangkan 

sebab-sebab seseorang menerima harta warisan adalah; kekerabatan yang 

sesungguhnya, pernikahan dan memerdekakan budak.12 Adapun syarat-syaratnya 

adalah; kematian orang yang mewariskan, ahli waris itu hidup setelah orang yang 

mewariskan mati, dan tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.13 

 Kaitan dengan penulisan skripsi ini, penulis mengambil praktek pembagian 

warisan di Desa Girisuko, Kecamatan panggang, Kabupaten Gunungkidul yang 

notabene seluruh masyarakatnya merupakan masyarakat Jawa yang masih memegang 

teguh dalam adat tradisi Jawa dalam segala dimensi kehidupan mereka tidak terkecuali 

dalam praktik kewarisan. Oleh karena itu, meskipun masyarakat Desa Girisuko, 

Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul mayoritas masyarakatnya memeluk 

agama Islam tapi dalam pelaksanaan kewarisan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan 

hukum waris adat. 

 Pembagian warisan yang terjadi di masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan 

Panggang, Kabupaten Gunungkidul antara lain dilaksanakan ketika kedua orang tua 

sudah meninggal. Oleh karena itu apabila yang meninggal adalah ibu dan status 

hartanya milik ibu, maka pembagian warisan tidak bisa dilaksanakan selagi ayah 

                                                           
12 T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Mawaris Dalam Syari’at 

Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 46. 

 
13As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terjemahan: Refah Komputindo,(Bandung: al-Ma’arif, 

1988),jilid4, hlm. 5.   
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masih hidup. Adapun mekanisme pembagian harta warisannya, di beberapa tempat 

anak laki-laki yang lahir pertama menjadi pewaris yang berhak mengatur bagian-

bagian ahli waris yang lainnya karena anak laki-laki pertama tersebut menjadi ganti 

wali14dari orang tuanya yang telah meninggal dan anak laki-laki pertama tersebut 

mendapat bagian yang paling banyak dibanding dengan ahli waris lainnya baik laki-

laki maupun perempuan. Alasan anak laki-laki pertama mendapatkan bagian paling 

banyak dikarenakan merupakan pengganti si pewaris sebagai kepala keluarga atau 

mengurus adik-adiknya kelak jika si pewaris sudah wafat tanpa mempertimbangkan 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan.15 

 Dari uraian di atas tampak jelas perbedaan terkait waktu pelaksanaan dan bagian 

ahli waris dalam sistem kewarisan Islam dengan sistem kewarisan yang berlaku di 

masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan panggang, Kabupaten Gunungkidul. Dalam 

sistem hukum kewarisan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan , waktu pembagian 

warisan dilaksanakan ketika salah satu si pewaris sudah meninggal, sebagai contoh 

apabila si pewaris adalah orang tua, maka waktu pelaksanaan pembagian warisan 

dilaksanakan ketika salah satu dari ayah atau ibu meninggal dunia, dengan catatan 

orang yang meninggal dunia memiliki harta. Berbeda dengan praktik pelaksanaan 

waktu pembagian warisan di Desa Girisuko, Kecamatan panggang, Kabupaten 

Gunungkidul, waktu pelaksanaannya dilaksanakan ketika kedua orang tua meninggal 

dunia. Oleh karena itu, sekalipun ibu adalah pemilik harta peninggalan pada keluarga, 

                                                           
14Ganti wali adalah status yang disematkan kepada anak laki-laki yang paling tua setelah 

orang tua meninggal sebgai bentuk tanggung jawab anak laki-laki pertama untuk mengurus adik-

adiknya yang masih membutuhkan biaya hidup dari orang tua. Wawancara dengan salah satu ketua 

RT setempat, Bapak Sudiyono, tanggal 16 Juni 2013.  

 
15 Hasil wawancara dengan salah satu ketua RT setempat, Bapak Sugiyono. Tanggal 16 

Juni 2013. 
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pembagian warisan belum bisa dilaksanakan selama ayah atau ibu masih hidup. 

Begitupun dalam hal pembagiannya, dalam hukum kewarisan Islam sangat jelas 

disebutkan berapa bagian masing-masing yang didapatkan ahli waris tanpa 

dipengaruhi apakah ahli waris merupakan anak pertama, kedua, dan sterusnya tanpa 

membedakan antara anak kecil atau orang dewasa. Berbeda dengan pelaksanaan 

pembagian warisan di Desa Girisuko, Kecamatan panggang, Kabupaten Gunungkidul, 

diamana anak laki-laki tertualah yang paling berhak membagikan harta warisan 

kepada ahli waris yang lain serta mendapatkan harta warisan yang paling banyak 

dibandingkan dengan ahli waris lainnya, bahkan anak laki-laki tertua juga berhak 

mewarisi rumah induk peninggalan pewaris.16 

 Sebagian masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan panggang, Kabupaten 

Gunungkidul, sejak dari dulu sampai sekarang tetap menerapkan pembagian warisan 

adat dari leluhur mereka. Pembagian warisan didasarkan atas rasa saling rela atau 

saling terima bagian antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya. Pembagian 

tersebut didasrkan atas musyawarah terlebih dahulu diantara para ahli waris. Meskipun 

sudah melaksanakan musyawarah terlebih dahulu namun pada keputusannya tetap 

anak laki-laki tertua lah yang mendapatkan bagian paling banyak karena berbagai 

pertimbangan.17 

 Tradisi masyarakat muslim di Desa Girisuko, Kecamatan panggang, Kabupaten 

Gunungkidul, menarik untuk dibahas. Meskipun mayoritas penduduknya beragama 

Islam, tapi pembagian harta warisan Desa Girisuko, Kecamatan panggang, Kabupaten 

                                                           
16Ibid., 

 
17Ibid., 
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Gunungkidul masih sangat kuat dipengaruhi oleh hukum adat dan sekilas tampak 

bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. 

 Dalam hal ini penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktik 

kewarisan masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul 

(studi terhadap waktu pelaksanaan dan ahli waris serta bagiannya),penelitian ini 

dilakukan terbatas pada proses peralihan harta dari orang tua kepada anak-anak nya, 

kemudian akan ditinjau dari perspektif hukum Islam. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk meneliti 

persoalan apa saja, dapat dilihat dalam pokok masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Kapan terbukanya pembagian warisan pada masyarakat muslim Desa 

Girisuko? 

2. Siapa saja para ahli waris dan berapa bagiannya pada sistemkewarisan 

masyarakat muslim Desa Girisuko? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap waktu pelaksanaan pembagian 

warisan dan para ahli waris serta bagiannya pada masyarakat muslim Desa 

Girisuko? 

C. Tujuan dan Kegunaaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian: 

a. Untuk menjelaskan kapan terbukanya pembagian warisan masyarakat 

Desa Girisuko. 
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b. Untuk menjelaskan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan 

berapa bagiannnya dalam sistem kewarisan masyarakat muslim Desa 

Girisuko. 

c. Untuk memberi penilaian hukum Islam terhadap waktu pelaksanaan 

pembagian warisan dan para ahli waris serta bagiannnya pada 

masyarakat muslim Desa Girisuko. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan diadakan penelitian ini, antara lain: 

a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan 

kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum 

kewarisan yang berlaku di Indonesia. 

b. Dapat memberikan pengembangan alternatif bagi permaslahan-

permaslahan kewarisan yang berkembang di masyarakat. 

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam membagi 

warisan, khususnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan demi 

terciptanya kepastian hukum sehingga bisa meminimalisir 

permasalahan-permasalahan kewarisan dikemudian hari. 

D. Telaah Pustaka 

Kajian-kajian terhadap hukum kewarisan di Indonesia pada umumnya telah 

banyak dilakukan, demikian pula dengan kajian-kajian hukum adat di Indonesia. 

Termasuk di kalangan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 
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telah banyak dilakukan penelitian untuk menyelesaikan studi mereka diantaranya 

adalah: 

Skripsi karya Moh. Zulfa P. “Praktik  Kewarisan Adat Ngada Dalam Perspektif 

Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Nagada Bawa, Kab. Ngada, Flores, NTT)”. 

Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk sistem kewarisan adat di Kecamatan 

Ngada Bawa, Kab. Ngada, Flores, NTT menyatakan bahwa anak laki-laki berhak 

secara penuh terhadap hak waris dari orang tuanya karena anak laki-laki tertualah yang 

dibebani tanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarganya.18 Selanjutnya skripsi 

karya Khotib Siregar, dalam skripsinya yang berjudul, “Pelaksanaan Hukum Islam 

Pada Masyarakat Patrilineal Tapanuli Selatan”, yang menjelaskan bahwa dalam 

masyarakat yang menganut paham patrilineal, maka secara umum pihak laki-laki lebih 

diutamakan dalam berbagai aspek termasuk dalam warisan.19 Tema kewarisan adat 

menjadi pembahasan dalam skripsi karya Fitri Wahyuni yang berjudul “Studi 

Perbandinagan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat di Desa Sri 

Martani, Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta”, menjelaskan tentang 

perbandingan hukum kewarisan Islam dengan adat dalam hal penentuan ahli waris 

yang berhak menerima warisan dan sebab-seba hukum yang melandasi terkait ahli 

waris.20 Persoalan hukum waris terkait hukum kewarisan Islam juga jadi pembahasan 

                                                           
18 Moh. Zulfa P. “Praktek Kewarisan Adat Ngada Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi 

Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, NTT)”,skripsi ini tidak diterbitkan, 

Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005. 

 
19 Khotib Siregar, “Pelaksanaan hukum Islam Pada Masyarakat Patrilineal, Tapanuli 

Selatan”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997. 

 
20 Fitri Wahyuni, “Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum 

Kewarisan Adat di Desa Sri Martani, Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta”, skripsi ini tidak 

diterbitan, Fakulta Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004. 
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saudara M. Sakban dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Sistem Kewarisan Adat Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan sekampung Udik, 

Kabupaten Lampung Timur”. Dalam skripsinya menjelaskan bagaimana anak laki-laki 

tertuia sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta 

secara perorangan, ia hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang 

memiliki kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan si pewaris, 

termasuk mengurus ibu apabila ayahnya yang meninggal dunia, begitupun sebaliknya 

mengurus ayahnya apabila ibunya yang meninggal dunia.21 Kewarisan juga menjadi 

tema skripsi saudara Agus yang berjudul “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam 

dan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung, Kecamatan 

pariaman Tengah, Sumatera Barat”, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam sitem 

kewarisan adat setempat yang berhak menjadi ahli waris adalah anak perempuan, anak 

laki-laki tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Hal ini terjadi karena sistem 

perkawinan di Pariaman berbeda dengan daerah lainnya, dimana seorang laki-laki 

yang akan menikah dibeli oleh pihak perempuan sesuai dengan martabat dan 

pekerjaannya. Padahal dalam masyarakat adat Pariaman dikenal dengan falsafahnya 

adat basandi sara’, sara’ basandi kitabullah (adat bersendi syari’at, syari’at bersendi 

kitabullah), dalam masalah kewarisan hal ini jelas sekali tidak tercermin dalam sistem 

kewarisan adat yang terjadi di masyarakat adat minangkabau.22 

                                                           
21 M. Sakban, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan adat Desa Gunung 

Sugih Besar, Kecamatan sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur”, skripsi ini tidak 

diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004. 

 
22Agus M, “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat 

Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung, Kecamatan Pariaman Tengah, Sumatera Barat”, skripsi 

tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005. 
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Berdasarkan telaah penulis terhadap berbagai karya ilmiah di atas maka sejauh 

ini belum ada yang meneliti topik yang diangkat oleh penulis. Maka dari itu penelitian 

dipandang untuk dilakukan. 

E. Kerangka Teoritik 

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan 

kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli 

warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasrkan pada asas 

ijbari, yaituharta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT 

tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.23 Pengertian tersebut akan 

terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. 

Persoalan yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang 

dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur’an atau 

sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam 

interpretasi, bahkan mencapai ijma’ (konsesus) di kalangan ulama dan umat Islam. 

Misalnya kedudukan suami istri, bapak, ibu, anak (laki-laki atau perempuan) sebagai 

ahli waris yang tidak bisa tertutup oleh ahli waris lainnnya dan juga hak bagiannya 

masing-masing. 

Begitupun dalam persoalan waktu pembagian harta warisan, dalam Islam tidak 

ada anjuran mutlak terhadap waktu pelaksanaan pembagian harta warisan untuk 

disegerakan juga tidak ada keterangan yang sama kuat untuk menunda-nunda waktu 

pembagian harta warisan ketika si pewaris sudah  meninggal dunia. Hanya saja Islam 

                                                           
23 Muhammad Daud Ali, Asas Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 129.  
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menganjurkan, apabila dikhawatirkan terjadi berbagai konflik internal dalam keluarga, 

maka dianjurkan untuk segera melakukan pembagian harta warisan terebut.24 Akan 

tetapi pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta sesorang kepada 

orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang 

mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat 

beralih kepada orang lain dengan nama warisan selama yang mempunyai harta masih 

hidup.25 

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta 

meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada 

orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti 

bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung 

maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan 

menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal 

satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam 

hukum perdata atau BW disebut dengan kewarisan ab intestato dan tidak mengenal 

kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut 

kewarisan bij testament.26 

Shahrur menegaskan bahwa pewarisan adalah proses pemindahan harta yang 

dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima atau ahli waris 

                                                           
24www.anneahira.com, akses 11 Juli 2013, pukul 14.00 wib. 

 
25 Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 28. 

 
26Ibid., hlm.24. 

http://www.anneahira.com/
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(waraŝah) yang jumlah dan ukuran bagiannya (naṣib) yang diterimanya telah 

ditentkan dalam mekanisme wasiat, jika tidak ada wasiat, maka petentuan pihak 

penerima, jumlah dan ukuran bagiannya ditentukan dalam pembagian warisan.27 

Dalam sistem kewarisan adat masyarakat jawa terdapat istilah yang dikenal 

dengan wekasan, atau welingan, atau juga disebut dengan wasiat ialah merupakan 

pemberian pesan dari pewaris ketika ia dalam keadaan sakit parah pada akhir 

hayatnya, mengenai apa yang ia kehendaki tentang harta peninggalannya kelak apabila 

ia telah wafat.28 Menurut Soepomo proses kewarisan telah dimulai sejak orang tua 

masih hidup dan tidak akan menjadi akut ke depannya dengan meninggalnya bapak 

atau ibu dan tidak mempengaruhi secara radikal terhadap proses penerusan dan 

pengoperan harta benda tersebut.29 Sejalan dengan pernyataan Sajuti Thalib. yaitu 

kewarisan yang dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia mengenai 

terbukanya kewarisan adalah asas kemanfaatan, berbeda dengan hukum fikih Islam 

yang sangat bersandar pada meninggalnya seseorang.30 

Dalam hukum kewarisan Islam selain mengatur waktu pelaksanaan kewarisan 

juga mengatur siapa sajakah yang berhak menjadi ahli waris serta bagian-bagiannya. 

Secara garis besar hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris, yaitu 

                                                           
27 H. Abd. Salam, Wasiat dan Waris Dalam Al-Qur’an (perspektif pemikiran M. 

Shahrur). Makalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo. hlm. 10. 

 
28 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, 

Hukum Agama Hindu, Islam, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 127. 

 
29 R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 

82. 

 
30 Sajuti Thalib, Peran Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Syari’at Islam, (Jakarta: 

Dep. Agama, 1985), hlm. 131. 
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ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti dan ahli waris yang bagiannya 

masih terbuka karena tidak ditentukan bagiannya secara eksplisit.31 Di dalam nas telah 

disebutkan bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli-ahli waris dengan bagian 

tertentu itu. Bagian tertentu itu dalam Al-Qur’an dikenal dengan istilah furūḍ itu 

adalah dalam bentuk pecahan yaitu; 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3. Sebagaimana 

dalam firman Allah SWT: 

ثا ما ترك وإن يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثل

ورثه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد و كانت واحدة فلهاالنصف

كم لا أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأ مه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين أباءكم و أبناء

 تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما32

عد كم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بولكم نصف ما ترك أزواج

ما تركتم وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن م

من بعد وصية توصون بها أو دين و إنكان رجل يورث كلالة أوامراة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 

وصية  فإنكانوا أكثر من ذالك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار السدس

 من الله والله عليم حليم33

Pemilihan kataذكرuntuk anak laki-laki dan bukan  رجلyang berarti laki-laki 

adalah untuk menegaskan bahwa usia tidak tidak menjadi faktor penghalang bagi 

                                                           
31 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, hlm. 225. 

 
32 An-Nisā’ (4):11. 

 
33 An-Nisā’ (4):12. 



15 

 

 
 

penerimaan harta warisan, karena kata  ذكرdari segi bahasa berarti jantan, baik laki-laki 

masih kecil maupun sudah dewasa.34 

Ahli waris digolongkan menjadi beberapa golongan, secara umum ahli waris 

dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu; ahli warisżawi al-furūd dan ahli 

waris‘aṣabah . ahli waris yang termasuk dalam ahli waris żawi al-furūd ialah suami, 

istri, anak laki-laki (kandung), anak perempuan (kandung), cucu perempuan keturunan 

anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, saudara seibu 

(laki-laki atau perempuan), ayah, ibu, kakek (bapak dari ayah) dan nenek (dari jalur 

ayah maupun ibu). Sedangkan ahli waris yang termasuk dalam ‘aṣabah  ialah arah 

anak mencakup seluruh laki-laki keturunan anak laki-laki seterusnya, ayah seterusnya 

yang pasti dari pihak laki-laki, saudara kandung laki-laki seterusnya, saudara laki-laki 

seayah seterusnya, paman (saudara laki-laki ayah) mencakup paman kandung maupun 

seayah, anak prempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung 

perempuan, dan saudara perempuan seayah.35 

Sesuai dengan pemaparan yang dipaparkan di atas penulis menggunakan 

kaidah dari persoalan ini dan mencoba menghubungkan dengan ketentuan dalam 

hukum kewarisan Islam yang tidak bisa terlepas dari kaidah-kaidah uṣul sebagai 

pembentukan hukum kewarisan Islam terkait dengan sistem kewarisan di Desa 

Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul dengan kaidah: 

                                                           
34 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2011), hlm. 84. 

 
35 Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, alih bahasa: A.M. 

Basalamah, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 63-68. 
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 العادة شريعة محكمة36

Para ulama yang mengamalkan ‘urf atau adat itu dalam memahami dan 

mengistinbathkan hukum menetapkan beberapa persyaratan untuk ‘urf atau adat 

tersebut, yaitu: 

1. Adat atau ‘urf  itu bernilai maṣlahat dan dapat diterima oleh akal sehat. 

2. Adat atau ‘urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang 

berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. 

3. Adat atau ‘urfdijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada 

(berlaku) pada saat itu, bukan adat atau ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini 

berarti adat atau ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. 

4. Adat atau ‘urftidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau 

bertentangan dengan prinsip yang pasti.37 

Seorang mujtahid (dalam hal ijtihad) haruslah memperhatikan tradisi dalam 

pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam 

pengadilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang sudah menjadi adat manusia dan 

sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari 

kebutuhan mereka dan sesuai dengan kemaslahatan mereka sepanjang ia tidak 

bertentangan dengan syara’, maka wajib diperhatikan.38 Hukum yang berdasarkan ‘urf 

                                                           
36 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa oleh: H. Moh. Zuhri dan Ahmad 

Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 124. 

 
37 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 400-402. 

 
38 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 124. 
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atau adat dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau suatu tempat. 

Oleh karena itu, ‘urf atau adat terbagi dua macam: 

 ‘Urf ṣahiḥ, ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak 

bertentangan dengan dalil syara’. Maka dari itu ‘urf yang sahih wajib 

dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. 

 ‘Urf fasid (adat kebiasaan yang rusak) ialah sesuatu yang sudah menjadi 

tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’, atau 

menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang 

wajib. Maka dari itu ‘urf yang fasid tidak wajib diperhatikan dalam 

pembentukan hukum dan dalam peradilan.39 

Sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Ketetapan 

‘urf atau adat sebenarnya bukanlah suatu dalil yang berdiri sendiri karena ‘urf atau 

adat termasuk dalam pemeliharaan maslahah mursalah.40 

Sehubungan dengan permasalahan kewarisan di atas, Al-Qur’an dan sunnah 

telah memberikan aturan hukum yang tegas dan terperinci. Hukum kewarisan sebagai 

pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur’an dan sunnah itu berlaku secara 

universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi.41 

Meskipun demikian, beberapa hal masih perlu adanya ijtihad, oleh karena itu corak 

kehidupan masyarakat pada suatu negara atau daerah tertentu bisa memberikan 

                                                           
39Ibid., hlm. 124. 

 
40Ibid., hlm. 125. 

 
41 Idris Jakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jambi: Pustaka 

Jaya, 1995), hlm. 29. 
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pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam. Walaupun pengaruhnya 

itu dipandang relevan, sejauh tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan 

hukum waris Islam baku.42 

F. Metode Penelitian 

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah diperlukan 

karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif 

dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode 

yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian 

lapangan),43 yaitu pencarian data dilakukan langsung di lapangan atau di 

lokasi penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Desa 

Girisuko.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat preskriptif.44 Metode preskriptif dapat 

diartikan sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-

saran mengenai apa yang harus dilakukan untk mengatasi masalah tertentu, 

dalam penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana praktik 

                                                           
42 Sajuti Thalib, Peran Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Syari’at Islam, hlm. 74. 

 
43 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 2007), hlm. 27. 

 
44 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm.10. 
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kewarisan pada masyarakat  Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, 

Kabupaten gunungkidul. 

3. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahPendekatan 

normatif,45pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui dan 

memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan al-Qur‘an, al-Hadis, 

dan hukum Islam. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan 

menggunakan : 

a. Studi lapangan dengan metode wawancara,46yakni 

pengumpulan data yang dieroleh melalui tanya jawab secara 

lisan untuk mendapatkan keterangan. Dalam wawancara ini 

penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. 

Adapun jumlah pihak yang diwawancara sebanyak 10 

responden yang terdiri dari para pelaku pewarisan, tokoh desa, 

serta warga desa yang dianggap mengetahui seputar sistem 

kewarisan di Desa Girisuko. 

                                                           
45 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm. 

190. 

46 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1985), hlm. 129. 
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b. Observasi 

Sebagai metode ilmiah observasi,47 yaitu pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena 

yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke 

daerah obyek penelitian. Penyusun mengamati fakta-fakta yang 

ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan praktik 

kewarisan pada masyarakat Desa Girisuko. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan 

berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak 

geografis, arsip-arsip (jika ada), serta hal-hal lain yang 

berhubungan dengan obyek penelitian. 

5. Analisis data 

Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya 

penyusunberusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan 

kesimpulan. Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan adalah 

analisa kualitatif,48dengan teknik induktif yaitu proses berawal dari 

proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada 

                                                           
47 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 

173. 

48Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 32. 
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suatu kesimpulan berupa asas-asas umum.49Cara ini dipergunakan untuk 

mengetahui bagaimana penilaian hukum Islam terhadap praktik pembagian 

warisan pada masyarakat Desa Girisuko. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka 

pembahasan dalam penelitian dibagi dalam lima bab, yaitu: 

Bab pertama, pendahuluan. Bagian ini memaparkan latar belakang masalah 

yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok permaslahan penelitian 

yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah 

dalam penelitian. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya 

telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam 

membahas dan menguraikan persoalan dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan 

dengan kerangka teoritik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusun 

dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan 

dalam penelitian ini lebih mudah dipahami. 

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum hukum kewarisan Islam. Uraian 

ini ditempatkan pada bab dua karena diposisikan sebagai kerangka teori. Bab ini 

terdiri dari empat sub bab. Pertama membahas seputar pengertian dan dasar hukum 

kewarisan Islam. Sub bab kedua membahas tentang seputar asas-asas kewarisan 

hukum Islam. Sub bab ketiga membahas tentang waktu pelaksanaan pembagian harta 

warisan. Sedangkan sub bab keempat membahas seputar ahli waris serta bagiannya. 

                                                           
49 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2007), hlm. 10. 
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Bab ketiga membahas seputar praktek kewarisan masyarakat Desa Girisuko 

terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang gambaran umum Desa 

girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul. Sub bab kedua membahas 

seputar waktu pelaksanaan pembagian warisan dan ahli waris serta bagiannya yang 

berlaku di masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan Pangggang, Kabupaten 

Gunungkidul. 

Bab keempat merupakan hasil analisis data terdiri dari dua sub bab. Sub bab 

pertama memuat hasil analisis hukum Islam terhadap waktu pembagian harta warisan 

dalam sistem kewarisan masyarakat Desa Girisuko, Kecamatan Pangggang, 

Kabupaten Gunungkidul. Sub bab kedua memuat hasil analisis hukum Islam terhadap 

ahli waris serta bagiannya dalam sistem kewarisan masyarakat Desa Girisuko, 

Kecamatan Pangggang, Kabupaten Gunungkidul. 

Bab kelima yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan 

saran-saran sebagai tindak lanjut dari Penelitian. 

Di akhir skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam 

penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari paparan di depan yang telah penyusun paparkan di depan , maka 

adapt diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Waktu terbukanya warisan pada sistem kewarisan masyarakat Desa 

Girisuko terdapat tiga perbedaan. Pertama, waktu kewarisan terbuka 

ketika pewaris masih hidup.. Kedua, waktu kewarisan terbuka ketika 

kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia. Apabila salah satu orang tua 

masih hidup maka harta peninggalan pewaris (ayah atau ibu) belum bisa 

dibagikan. Ketiga, waktu kewarisan terbuka ketika pewaris telah 

meninggal dunia (ayah atau ibu). Dalam hal ini penyusun membatasi pada 

proses peralihan harta warisan dari orang tua kepada anaknya. pelaksanaan 

warisan di Desa Girisuko masih terdapat sistem yang tidak sejalan dengan 

hukum waris Islam. Sebagai mana yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, bahwa yang dinamakan dengan proses kewarisan secara 

hukum Islam ialah proses pemindahan harta dari si pewaris kepada ahli 

waris setelah si pewaris dinyatakan meninggal dunia.  

2. Penetapan ahli waris pada masyarakat Desa Girisuko sebagaimana yang 

telah dijelaskan di atas bahwa pada dasarnya sistem kewarisan adat 

masyarakat Desa Girisuko menggunakan sistem bilateral, yaitu tidak ada 

perbedaan hak antara anak laki-laki maupun perempuan terkait penetapan 

sebagai ahli waris. Sejauh mereka memiliki pertalian perkawinan atau 
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hubungan darah dengan pewaris, seperti ayah atau ibu dengan anak-

anaknya apabila si ayah yang meninggal maka yang berhak menjadi ahli 

waris adalah istri dengan anak-anaknya. Apabila suami istri tidak memiliki 

anak, maka yang berhak untuk mewarisi ialah angkat atau saudara dekat 

pewaris yang telah merawat pewaris ketika masih hidup. Sedangkan dari 

sistem pembagiannya, pada dasarnya masyarakat Desa Girisuko 

melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan asas kekeluargaan. 

Pembagian sistem kewarisan dengan kekeluargaan atau perdamaian dalam 

hukum Islam dikenal dengan istilah takhāruj, konsep takhāruj juga 

tertuang dalam KHI pasal 183. Konsep takhāruj tidak tercermin dalam 

proses pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Desa Girisuko. 

Walaupun pada dasarnya pembagian warisan pada masyarakat Desa 

Girisuko dilaksanakan berdasarkan atas dasar perdamaian dan 

kekeluargaan dalam pembagiannya, karena dalam pelaksanaannya para 

ahli waris langsung melakukan pembagian warisan tanpa adanya 

kesadaran bagian masing-masing ahli waris secara syara’. Oleh karena itu 

proses pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Girisuko tidak 

sesuai dengan konsep hukum kewarisan Islam. 

B. Saran 

Akhir kata dari penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan tulisan ini 

bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri penulisan skripsi ini penulis 

ingin memberikan sedikit saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam 

memberikan wawasan secara utuh sistem hukum kewarisan Islam agar sistem 
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kewarisan Islam tetap menjadi dasar hukum sistem kewarisan masyarakat muslim 

di Indonesia khususnya di Desa Girisuko. Meskipun dalam masyarakat berlaku 

sistem hukum adat, hukum adat tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan pondasi 

hukum Islam. Pengertian seperti ini harus bisa ditanamkan dalam kehidupan 

masyarakat adat di Indonesia, hal ini semata-mata bertujuan agar hukum Islam 

menjadi landasan hukum masyarakat dan bisa berjalan seiringan dengan hukum 

waris adat yang berlaku pada masyarakat muslim di Indonesia khususnya di Desa 

Girisuko. 
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TERJEMAHAN TEKS ARAB 

 

NO. FN HLM TERJEMAHAN 

   BAB I 

1 6 2 “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang 

wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 

ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (an-Nisā’ 

(4): 7) 

2 8 3 “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 

pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian 

seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang 

anak perempuan dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 

perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 

separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai 

anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 

anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka 

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 

tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 

atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) 

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 

dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana”. (an-Nisā’ (4): 11) 

3 10 3 “Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut 

kitabullah (al-Qur’an)”. HR. Muslim dan Abu 

Dawud 

4 32 15 “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 

mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai 

anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta 

yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang 

mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. 

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika 

kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh 

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan 

sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) 

sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang 

mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak 



 
 

II 
 

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu 

saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), 

maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara 

itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara 

seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu 

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat 

yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya 

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). 

Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at 

yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (an-Nisā’ (4): 12) 

5 35 16 “Adat merupakan syari’at yang dikukuhkan sebagai 

hukum”. 

   BAB II 

6 2 24 “Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud....” (an-Naml 

(27): 16) 

7 3 24 Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah 

yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan 

telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami 

(diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di 

mana saja yang kami kehendaki; maka syurga itulah 

sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal." 

8 4 25 “yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian 

keluarga Ya'qub....” 

9 6 25 “Ilmu fiqh yang bersangkut paut dengan pembagian 

harta pusaka dan mengetahui perhitungan yang dapat 

menyampaikan kepada mengetahui hal tersebut dan 

mengetahui kadar yang wajib dari harta pusaka yang 

menjadi milik tiap orang yang berhak”. 

10 7 25 “Ilmu yang mempelajari seputar  siapa saja orang-

orang yang berhak menjadi pewaris dan siapa yang 

tidak berhak menjadi pewaris dan besaran bagian 

masing-masing serta cara pembagiannya”. 

11 12 26 “barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan 

itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, 

berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa 

mengerjakan haji...” (al-Baqarah (2): 197) 

12 13 26 “Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu 

(melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-

benar akan mengembalikan kamu ke tempat 

kembali”. (al-Qaṣaṣ (28): 85) 

13 14 26 “orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 

dari Allah”. (an-Nisā’ (4): 11) 

14 20 29 “Berikan warisan kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya dan sisanya untuk orang laki-laki yang 



 
 

III 
 

berhak”. (Mutafaqqun ‘alaih) 

15 22 29 “Dengan apa kamu memutuskan perkara Mu’adz?” 

Mu’adz menjawab: Dengan sesuatu yang terdapat di 

dalam kitab Allah”. Nabi bersabda: “Kalau kamu 

tidak mendapatkannya dalam kitb Allah?” Mu’adz 

menjawab: “Saya akan memutuskannya dengan 

sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasul Allah”. 

Nabi berkata: “Kalau kamu tidak mendapatkan 

sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasul Allah?” 

Mu’adz menjawab: “Saya akan berijtihad dengan 

pikiran saya”. Nabi bersabda: “Segala puji bagi Allah 

yang telah memberi taufiq kepada utusan dari Rasul-

Nya”.  

16 39 37 “(yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka 

kekal di dalamnya.” (Al-Mukminūn (23): 11) 

17 40 38 “Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah 

ditindas itu...” (al-A’rāf (7): 137) 

18 41 38 “Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-

orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba 

Kami,” (Fāthir (35): 32) 

19 42 38 “dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja)...” (an-Nisā’ 

(4): 11) 

20 43 38 “dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan 

menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi 

(bumi)”. (al-Qaṣaṣ (28): 5) 

21 44 38 “yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian 

keluarga Ya'qub...” (Maryam (19): 6) 

22 54 43 “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 

mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai 

anak...” (an-Nisā’ (4): 12) 

23 56 43 “jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia 

memperoleh separo harta...” (an-Nisā’ (4): 11) 

24 57 44 “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 

pusaka untuk) anak-anakmu...” (an-Nisā’ (4): 11) 

25 60 44 “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 

kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia 

tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara 

perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan 

itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya...” (an-

Nisā’ (4): 176) 

26 62 45 “Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu 

mendapat seperempat dari harta yang 

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang 

mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya...” 

(an-Nisā’ (4): 12)  
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27 64 45 “Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak...” (an-

Nisā’ (4): 12) 

28 66 45 “Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri 

memperoleh seperdelapan...” (an-Nisā’ (4): 12) 

29 69 46 “Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, 

jika yang meninggal itu mempunyai anak...” (an-

Nisā’ (4): 11) 

30 70 47 “Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang 

saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara 

perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing 

dari kedua jenis saudara itu seperenam harta...” (an-

Nisā’ (4): 12) 

31 80 52 “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 

pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian 

seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang 

anak perempuan...” (an-Nisā’ (4): 12) 

   BAB IV 

32 6 69 “(yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus...” 

(Mukminūn (23): 11) 

33 7 69 “Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah 

ditindas itu...” (al-A’rāf (7): 137) 

34 8 69 “Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-

orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba 

Kami,” (Fāthir (35): 32) 

35 9 69 “dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja)...” (an-Nisā’ 

(4): 11) 

36 10 70 “dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan 

menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi 

(bumi)”. (al-Qaṣaṣ (28): 5) 

37 11 70 “yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian 

keluarga Ya'qub...” (Maryam (19): 6) 

38 22 76 “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 

pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian 

seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang 

anak perempuan dan jika anak itu semuanya 

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 

perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 

separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai 

anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 

anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka 

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
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mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 

tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 

atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) 

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 

dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana”. (an-Nisā’ (4): 11) 

39 29 81 “Adat merupakan syari’at yang dikukuhkan sebagai 

hukum”. 

40 34 83 “Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang 

mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari 

pada orang-orang yang bodoh”. (al-A’raf (7): 199) 

41 35 83 “Sesuatu yang dipandang baik menurut orang Islam 

maka baik pula di sisi Allah”. 

42 36 84 “dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 

walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”. (an-

Nisā’ (4): 128) 

43 37 85 “Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah 

seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, 

dan sesuatu yang tetap berdasarkan ‘urf adalah 

seperti sesuatu yang tetap berdasarkan nash”. 

44 38 85 “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang 

yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka 

anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

benar”. (an-Nisā’ (4): 9) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Kapan waktu pelaksanaan kewarisan masyarakat Desa Girisuko dimulai? 

2. Kenapa waktu pelaksanakan dilakukan demikian? 

3. Siapa sajakah yang berhak menjadi ahli waris? 

4. Berapa besar masing-masing bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris? 

5. Kenapa anak laki-laki tertua mendapatkan bagian paling besar? (responden yang memberikan 

harta waris paling besar untuk anak laki-laki tertua) 

6. Kenapa harta waris dibagi rata? (responden yang melaksanakan pembagian warisan sama 

rata) 

7. Bagaimana jika pewaris tidak memiliki anak? 

8. Sampai saat ini apakah ada permasalahan antar ahli waris terkait pelaksanaan sistem 

kewarisan yang dilaksanakan di Desa Girisuko? 
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